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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P  E   N   E   T   A   P   A  N
NOMOR :  73/G/20 11/PTUN- JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  gugatan  Penggugat  te r t angga l  27 

Maret  2011 d ida f t a r  d i  kepan i t e r aan  Pengadi l an  Tata  

Usaha  Negara  Jakar t a  tangga l  30  Maret  2011 di  bawah 

reg i s t e r  Nomor  :  73/G/20 11/PTUN- JKT,  yang  te lah  

dia j ukan  

oleh  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MOHAMMAD RANTAWAN KUSUMA,  kewarganegaraan  Indones ia ,  

Alamat  :  d.a .  ANDRI  GUSTIKA SARI ,  Ja lan  

Par i t  Haj i  Husin  I I  Gang  Cendana  Asr i  

No.  7 B Kelu rahan  Bangka  Bel i t ung  Dara t ,  

Kecamatan  Pont ianak  Tenggara ,  Kota  

Pont ianak ,  Peker jaan   :  Eks  Pama 

Pussenarhanud  ; - - - -

Dengan in i  member ikan  kuasa  kepada  :

Hj .  SUSJATI  UTAMI,  S.H.

MASKORIYANI,  S.H.

Peker j aan  :  Advokat /Penas iha t  Hukum,  

Alamat  Kanto r  d i  J l .  Par i t  Haj i  Husin  I I  

Gang  Cendana  Asr i  No.  7  B  Kelu rahan  

Bangka  Bel i t ung  Dara t ,  Kecamatan  

Pont ianak  Tenggara ,  Kota  Pont i anak ,  

Hal  1 dar i  8 ha l  Penetapan  Nomor  
73/G/2011 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  

te r t angga l  24  Maret  2011  se lan ju t nya  

disebu t  sebaga i  ………... . .  PENGGUGAT ;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    L A W A 

N- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA,   ber kedudukan  d i  

Markas  Besar  Tenta ra  Nasiona l  Indones ia ,  

Ci langkap  Jakar t a  Timur  se lan ju t nya  

disebu t  sebaga i  …….. TERGUGAT ;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  da lam  gugatannya  te lah  

memohon  menyata kan  bata l  atau  t i dak  sah  Keputusan  

Terguga t  Nomor  Kep/783 /X I / 2010  tangga l  26 November  2010  

;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa berdasarkan  Pasa l  62  (1 )  Undang-

Undang  No.  5  Tahun  1986  yang  te l ah  d iubah  te rakh i r  

dengan  Undang- Undang  No.  51 Tahun  2009 ten tang  

Perubahan  Kedua Atas  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1986 

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  Ketua  Pengadi l an  

dalam  Rapat  Permusyawara tan  berwenang  menetapkan  bahwa 

gugatan  t i dak  di te r ima  atau  t i dak  berdasar  dalam  hal  

d ipenuh i  keten tuan - keten tuan  :  - - - - -  

a. Pokok  gugatan  te rsebu t  nyata - nyata  t i dak  te rmasuk  

dalam  wewenang  Pengad i l an  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Syara t - syara t  gugatan  sebaga imana  dimaksud  dalam 

Pasal  56 t i dak  dipenuh i  o leh  Penggugat  seka l i pun  ia  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

te l ah  dibe r i t a hu  dan  d ipe r i nga t kan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c . Gugatan  te rsebu t  t i dak  didasarkan  pada  alasan-

alasan  yang  layak  ; -

d. Apa  yang  d i t un tu t  da lam  gugatan  sudah  te rpenuh i  

o leh  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  diguga t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

e. Gugatan  dia j ukan  sebe lum  waktunya  atau  te l ah  lewat  

waktunya  ;  - - - -

Menimbang,  bahwa  keten tuan  yang  dia tu r  da lam 

Pasa l  62  (1 )  te rsebu t  ada lah  bers i f a t  a l t e rna t i f  o leh  

karena  i t u ,  apakah  gugatan  Penggugat  te rmasuk  dalam 

keten tuan  te rsebu t  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  guna  mempero leh  ke je l asan  

mengenai  keadaan- keadaan  yang  diungkapkan  Penggugat  

da lam  gugatannya ,  maka  Pengadi l an  te lah  memanggi l  

Penggugat  dan  Tergugat  untuk  had i r  dalam  acara  

Di ssmisa l  Proses ,  d imana  hadi r  kuasa  Penggugat  dan yang  

mewaki l i  Tergugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  obyek  sengketa  yang  dimohon  

dinya takan  bata l  at au  t i dak  sah  oleh  Penggugat  ada lah  

Keputusan  yang  di te r b i t k an  oleh  Tergugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  3 dar i  8 ha l  Penetapan  Nomor  
73/G/2011 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,  bahwa dalam Keputusan  Terguga t  te rsebu t  

mengenai  Pemberhent i an  dengan  t i dak  hormat  dar i  d inas  

kepra ju r i t a n  Tenta ra  Nasiona l  Indones ia  anggota  Tenta ra  

Nasiona l  Indones ia  (TNI )  ;  - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa berdasarkan  Pasal  2 Undang- Undang  

No.  5  Tahun  1986  yang  te l ah  diubah  per tama  dengan  

Undang- Undang  No.  9  Tahun  2004  dan  Perubahan  Kedua 

dengan  Undang- Undang No.  51 Tahun  2009  disebu tkan  bahwa 

:  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Tidak  te rmasuk  penger t i an  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

menuru t  Undang- Undang  in i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  merupakan  perbua tan  

hukum 

perda ta  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Keputusan  Tata  Usaha Negara  yang  merupakan  pengatu ran  

yang  bers i f a t  umum  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  masih  memer lukan  

perse tu j uan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  dike lua r kan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan  keten tuan  Ki tab  Undang- Undang  Hukum 

Pidana  dan  Ki tab  Undang- Undang  Hukum Acara  Pidana  

atau  pera tu ran  perundang- undangan  la i n  yang  

bers i f a t  hukum  pidana  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  dike lua rkan  atas  

dasar  has i l  pemer i ksaan  badan  perad i l an  

berdasarkan  keten tuan  pera tu ran  perundang- undangan  

yang  ber laku  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  mengenai  ta ta  usaha  

Tenta ra  Nasiona l  Indones ia  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum ba ik  di  pusat  maupun 

di  daerah  mengenai  has i l  pemi l i han  umum  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  menuru t  Ketua  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Jakar t a ,  obyek  gugatan  a  quo  menyangkut  

pemberhent i an  anggota  Tenta ra  Nasiona l  Indones ia  (TNI )  

yang  merupakan  ta ta  usaha  TNI ,  o leh  karenanya  te rmasuk  

ke  dalam  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  Pasa l  2  huru f  f  

Undang- Undang  No.  5  Tahun  1986  sebaga imana  te rkah i r  

d iubah  dengan  Undang- Undang  No.  51  Tahun  2009  walaupun  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  te tap i  bukan  merupakan  

obyek  sengketa  d i  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  5 dar i  8 ha l  Penetapan  Nomor  
73/G/2011 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,  bahwa berdasarkan  per t imbangan  d i  atas  

dengan  demik ian  pokok  gugatan  Penggugat  nyata - nyata  

t i dak  te rmasuk  wewenang  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

sebaga imana  keten tuan  Pasa l  62 ayat  (1 )  huru f  a Undang-

Undang No.  5  Tahun  1986  yang  te l ah  d iubah  te rakh i r  

dengan  Undang- Undang  No.  51 Tahun  2009 Tentang  

Perubahan  Kedua Atas  Undang- Undang  No.5  Tahun  1986  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  oleh  karenanya ,  gugatan  

Penggugat  harus  d inya takan  t i dak  di te r ima  dan  kepada  

Penggugat  juga  d iwa j i b kan  untuk  membayar  b iaya  perkara  

yang  t imbu l  da lam  sengketa  in i ,  yang  besarnya  akan  

di t en tukan  pada  amar  di  bawah  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menginga t ,  Pasal - Pasal  dar i  Undang- Undang  No.  5 

Tahun  1986  yang  te l ah  diubah  te rakh i r  dengan  Undang-

Undang  No.  51 Tahun  2009 Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  

Undang- Undang  No.  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara  ser ta  Pera tu ran  Peru ndang- undangan  la i n  

yang  bersangku tan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  M E N E  T A P K 

A N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  

di t e r ima  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menghukum  Pengggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar  Rp    134.000 , -  (  Sera tus  t i ga  puluh  empat  

r i bu  rup iah )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Demik ian lah  d i t e t apkan  dalam  rapa t  

permusyawara tan  pada  har i  Rabu,  tangga l  4  Mei  2011,  

oleh  kami  :  H.  YODI  MARTONO WAHYUNADI,  S.H. ,  M.H. ,  

se laku   Ketua   Pengad i l an   Tata   Usaha  Negara  Jakar ta ,  

Penetepan  te rsebu t  pada  har i  i t u  juga  diucapkan  dalam 

rapa t  permusyawara tan  yang  dinya takan  te rbuka  untuk  

umum oleh  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  

te rsebu t ,  dengan  diban tu  o leh  WAHIDIN,  S.H,  M.M. ,  

Pani te ra  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta ,  dengan  

dihad i r i  Kuasa  Penggugat  dan  yang  mewaki l i  

Tergugat . - - - - - - - - - - - - - -

       

     PANITERA 

KETUA

ttd t td

WAHIDIN,  S.H,  M.M.              H.  YODI  MARTONO 

WAHYUNADI,  S.H,  M.H.   

Rinc ian  b iaya  perkara  :

1. Pendaf ta ran  
…………………………….. Rp   30.000 , -

2.  
ATK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Rp      50.000 , -

3. Panggi l an  

Hal  7 dar i  8 ha l  Penetapan  Nomor  
73/G/2011 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

. . . . . . . . . . . . . . . . . .…………………. Rp   40.000 , -

4. Matera i  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….… Rp     6.000 , -

5.
Redaks i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .……….. Rp  

5.000 , -

6. Leges  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………..        Rp           
3.000 , -

Rp  134.000 , -

                                ( Sera tus  t i ga  puluh  

empat  r i bu  rup iah ) .
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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